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Abstrak
 

Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang

disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh

sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi

kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan

penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan

Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian

menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan

Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas

yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas

apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah

metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil

penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum

dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi

karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah.

Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat

pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara

aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk

hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada

pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan

terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang

diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan

apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan

demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

......In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders

when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007,

the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its

ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous

shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of
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a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of

Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in

Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its

shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can

resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital.

The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of

normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After

completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016

unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement

letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really

paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital,

the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and

the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders

fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability

company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the

court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company.


